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MOTTO 
                         
              
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
mengetahui.[Q.S An-Nur: 32] 
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saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan semoga bisa menebar 
manfaat kepada orang-orang disekitar saya.  Maka karya ini ku persembahkan 
untuk orang-orang yang selalu mendoakan dan mendukungku di setiap langkahku, 
khususnya teruntuk: 
 Kedua orang tuaku, Bapak Jaerun dan Ibu Ngatinem tercinta yang tak 
pernah letih untuk mendoakan dan membimbingku. Semoga Allah 
senantiasa  merahmati beliau berdua. 
 Untuk saudara-saudaraku, yang selalu mendukung dan membatuku dalam 
berjuang. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar. 
 Almamaterku IAIN Surakarta yang telah memberikan banyak pengalaman 
dan ilmu untuku. 
 Teruntuk Bapak dosen pembimbing skripsi yang sudah membantu dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah:  
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. 
Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai 
berkut:    
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  
 ا alif  Tidak 
dilambangkan   
Tidak dilambangkan  
 ب ba  b  Be  
 ت ta  t  Te  
 ث ṡa  ṡ  Es (dengan titik di atas)  
 ج jim  j  Je  
 ح ḥa  ḥ  Ha (dengan titik di bawah)  
 خ kha  kh  Ka dan ha  
 د dal  d  De  
 ذ żal  ż  Zet (dengan titik di atas)  
 ز ra  r  Er  
 ix 
 
 ش zai  z  Zet  
 ض sin  s  Es  
 ش syin  sy  Es  dan ye  
 ص ṣad  ṣ  Es (dengan titik di bawah)  
 ض ḍad  ḍ  De (dengan titik di bawah)  
 ط ṭa  ṭ  Te (dengan titik di bawah)  
 ظ ẓa  ẓ  Zet (dengan titik di bawah)  
 ع „ain  …‟…  Koma terbalik di atas  
 غ gain  g  Ge  
 ف fa  f  Ef  
 ق qaf  q  Ki  
 ك kaf  k  Ka  
 ل Lam l  El  
 و mim  m  Em  
 ن nun  n  En  
 و wau  w  We  
 ي ha  h  Ha  
 ء hamzah  ...ꞌ…  Apostrop  
 ي ya  y  Ye  
 
 
 
 x 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
a.Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  
(َـــــ) 
Fathah  a  a  
(  ـ ــــ) 
Kasrah  i  i  
(   ْ) 
Dammah u  u  
 
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transiterasi  
1.   ةتك Kataba  
2.   سكذ Żukira  
3.   ةهري Yażhabu  
 
b.Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf  
Nama  Gabungan Huruf  Nama  
 ي...أ Fathah dan ya  Ai  a dan i  
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 و...أ Fathah dan wau  Au  a dan u  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   فيك Kaifa  
2.   لىح Ḥaula  
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:   
Harakat dan 
Huruf  
Nama  Huruf dan 
Tanda  
Nama  
 ي...أ Fathah dan alif 
atau ya  
ā  a dan garis di atas  
 ي...أ Kasrah dan ya  Ī i dan garis di atas  
 و...أ Dammah dan 
wau 
ū  u dan garis di atas  
 
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   لاق Qāla  
2.   ميق Qīla  
3.   لىقي Yaqūlu  
4.   يمز Ramā  
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4. Ta Marbutah  
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:  
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammahtransliterasinya adalah /t/.  
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.  
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  ةضوز لافطْنا Rauḍah al-aṭfāl   
2.   ةحهط Ṭalḥah  
 
 
5. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   ّاىتز Rabbanā 
2.   لّصو Nazzala  
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6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   مجّسنا Ar-rajulu  
2.   للاجنا Al-Jalālu  
 
7. Hamzah  
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   مكأ Akala  
2.   نورخأت Taꞌkhuzūna  
3.   ؤىنا An-Nauꞌ  
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8. Huruf Kapital  
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
  لىسَسنإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl  
  هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna  
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
  هيقشاسناسيخىهن الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn  
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  ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna  
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ABSTRAK 
Nurcahyono Aji Nugroho, NIM: 152121112,“TINJAUAN DALIL ‘URF 
TERHADAP FENOMENA LARANGAN MENIKAH ANTAR DUKUH 
(Studi Kasus di Dukuh Kedunglengkong dan Dukuh Kedungori Desa 
Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”. Sejatinya pernikahan 
merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawwadah 
wa rahmah. Namun ada sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti di wilayah 
yang disebutkan pada judul di atas terutama dalam tradisi pernikahannya. Mbah 
Ladiman yang merupakan salah seorang sesepuh di dukuh tersebut mengatakan, 
bahwasanya larangan pernikahan antar dukuh tersebut telah diyakini secara turun-
temurun, dan menurutnya yang melarang pernikahan tersebut adalah nenek 
moyang di dukuh tersebut.  Tujuan dari penelitian ini yaitu; (1) untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menjadi penyebab larangan pernikahan antar dukuh itu terjadi. 
(2) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa larangan 
pernikahan antar wilayah tersebut  bertentangan hukum Islam. 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan, dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. aitu 
penelitian yang berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara 
kepada masyarakat setempat. Setelah data terkumpul lalu diawali dengan 
verivikasi data sekunder dan primer yang kemudian dianalisis dengan deskriptif 
kualitatif mengenai larangan pernikahan tersebut. 
 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa larangan pernikahan antar dukuh 
merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat 
setempat karena disebabkan oleh banyak faktor. Menurut tinjauan dalil ‘urf   
larangan pernikahan antar wilayah tersebut  termasuk dalam kategori ‘urf  fasid 
(tradisi yang rusak), sehingga bertentangan dengan hukum Islam.   
 
Kata kunci: Adat, Larangan Pernikahan, „Urf 
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ABSTRACT 
Nurcahyono Aji Nugroho, NIM: 152121112, “REVIEW OF URF 
PROPOSAL AGAINST MARRIAGE BAN MARRIAGE (Case Study in 
Kedunglengkong Hamlet and Kedungori Hamlet in Kedungdowo Village, 
Andong District, Boyolali District)." Indeed, marriage is an inner and outer 
bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a 
family that sawahmawwadahwarahmah.  But there is an interesting phenomenon 
to be studied in the area mentioned in the above title, especially in the tradition of 
marriage.  MbahLadiman, who is one of the elders in the hamlet, said that the 
prohibition of inter-dukuh marriages was believed to be hereditary, and according 
to him who banned the marriage was the ancestors in the hamlet.  The purpose of 
this study is. (1) to find out the factors that caused the prohibition of marriages 
between dukuh occurred. (2) to provide understanding to the public that the 
prohibition of marriage between regions is contrary to Islamic law. 
 
This type of research used in this study is field research, using interview and 
documentation techniques.  that research is based on data obtained from 
interviews with the local community.  After the data is collected then it begins 
with verification of secondary and primary data which is then analyzed with a 
qualitative descriptive of the marriage ban. 
 
The results of the study shows that the prohibition of inter-dukuh marriages 
is a tradition that has been carried down for generations by local people because it 
is caused by many factors.  According to the review of the urf argument the 
prohibition of marriage between regions is included in the category of urf facade 
(broken tradition), so that it is contrary to Islamic law. 
 
 
Key word: Tradition, Marriage Ban, ‘urf 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Allah SWT menciptakan makhluk-Nya di dunia ini dengan 
berpasang-pasangan. Dia menjadikan laki-laki dan perempuan agar supaya 
mereka saling membina rumah tangga yang di landasi sakinah, mawaddah, 
warahmah.   
Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.
1
 
Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan pria dan wanita 
untuk diperbolehkannya hubungan seksual melainkan masih banyak hal 
yang terkandung didalamnya. Di dalam pernikahan kita akan menemukan 
beberapa aspek, diantaranya aspek ibadah dan aspek muamalah. 
Faedah terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara 
perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah 
digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu 
kaum laki-laki. Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang 
perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya, dan keperluan 
hidup wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk 
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  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan 
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memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan 
menikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan 
mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan 
mendidiknya. Menikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, 
sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya 
sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul 
perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia.
2
 
Di dalam hukum pernikahan Islam terdapat larangan-larangan yang 
menghalangi seseorang untuk menikah yang terbagi ke dalam dua bentuk; 
Pertama, larangan yang bersifat selamanya, yaitu larangan disebabkan 
karena adanya hubungan darah, hubungan sepersusuan,hubungan 
persemendaan, li‟an dan perbedaan agama. Kedua larangan untuk 
sementara waktu, yaitu larangan yang disebabkan karena mengawini dua 
orang saudari dalam satu masa, perempuan dalam ikatan pernikahan 
dengan laki-laki lain, perempuan yang sedang dalam masa iddah, 
perempuan yang ditalak tiga, pernikahan orang yang sedang ihram, 
menikahi pezina baik laki-laki atau perempuan sampai ia bertaubat, 
mengawini wanita musyrik, dan kawin dengan lebih dari empatistri.
3
 
Namun, umat Islam khususnya di jawa masih sangat patuh dan taat 
terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka masih mengikutinya 
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 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: 
Amzah, 2012), hlm. 19. 
3
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2007), 
hlm.34. 
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meskipun ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. 
Interaksi antara umat islam dengan komponen-komponen pengaruh luar 
seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan 
berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam pernikahan, dimana 
dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan 
pernikahan dalam masyarakat tertentu.
4
 
Sebagaimana yang terjadi di dukuh Kedunglengkong dengan 
dukuh Kedungori, Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari salah seorang 
warga yang merupakan sesepuh di dukuh Kedunglengkong yaitu Mbah 
Ladiman, beliau bercerita bahwasanya yang melarang warganya untuk 
menikah dengan warga dari dukuh Kedungori adalah para pendahulu di 
dukuh tersebut, karena menurut keyakinan mereka antara dukuh 
Kedunglengkong dan dukuh Kedungori masih satu danyang dan hal itu 
dianggap tidak baik dan dapat mengundang bala‟ bagi masyarakat 
terutama pelaku pernikahan. Masyarakat setempat pun hingga kini masih 
meyakini jika hal itu dilanggar akan mengundang bala‟,seperti 
meninggalnya salah satu pasangan suami atau istri, sakit yang 
berkepanjangan yang menimpa salah satu pasangan, hilangnya 
keharmonisan dan hal-hal buruk lainnya. Keyakinan tersebut timbul bukan 
tanpa sebab karena hal itu memang pernah menimpa salah seorang warga 
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  Ita Istiyawati, Larangan Adat Kawin Semisan Perma Tuwo dalam Perspektif Hukum 
Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 1. 
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di dukuh tersebut, ujar mbah Ladiman; entah karena kebetulan atau bukan 
yang jelas hal tersebut semakin membuat masyarakat yakin bahwa 
menikah antar kedua dukuh tersebut memang tidak baik. Meskipun 
demikian, larangan tersebut tidaklah mutlak dilarang karena masih 
diberikan kelonggaran bagi yang hendak menikah asalkan pelakunya 
bersedia meninggalkan dukuh tersebut.
5
 
Di era millennial seperti sekarang kepercayaan-kepercayaan 
semacam itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam kehidupan 
masyarakat, masyarakat harus lebih kritis dan berfikir logis dalam 
menyikapi segala sesuatu yang sekiranya tidak masuk akal dan 
bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku.  
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Tinjauan Dalil ‘Urf Terhadap Fenomena 
Larangan Menikah Antar Dukuh(Studi Kasus di Dukuh Kedunglengkong 
dan Dukuh Kedungori Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 
dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apa yang melatar belakangi munculnya fenomena larangan menikah 
antar Dukuh Kedunglengkong dan Dukuh Kedungori? 
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2. Bagaimana tinjauan dalil ‘urf terhadap fenomena larangan menikah 
antara dukuh Kedunglengkong dan dukuh Kedungori desa 
Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penelitian ini dibuat  
bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penyebab Larangan 
Pernikahan  antara Dukuh Kedunglengkong dan Kedungori. 
2. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai tinjauan dalil ‘urf  terhadap 
keyakinan yang keliru tentang larangan menikah di dukuh 
Kedunglengkong dan Kedungori yang tidak sesuai dengan konsep 
pernikahan dalam Islam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 
khususnya tentang pernikahan yang sesuai hukum Islam dan umumnya 
di bidang ilmu pengetahuan, dan semoga dapat dimanfaatkan angkatan 
setelahnya sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai larangan pernikahan yang sesuai dengan hukum 
pernikahan dalam Islam dan yang tidak sesuai, khususnya warga 
dukuh Kedunglengkong dan Kedungori yang meyakini larangan 
menikah antar dukuh. 
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E. Kerangka Teori 
Dasar teori disyariatkan menikah adalah Al-Qur‟an, Hadist Nabi, dan 
Ijma‟ ulama‟. 
1. Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum : 21  
                
            
 
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan 
di antaramu rasa kasih dan sayang . sungguh pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang 
mau berfikir.
6
 
 
Dalam agama Islam ada bentuk larangan pernikahan yaitu, larangan 
yang bersifat untuk selamanya: 
a. Hubungan Darah (Nasab) 
b. Hubungan Sepersusuan 
c. Hubungan Semenda  
d. Li‟an 
e. Perbedaan Agama 
Sedangkan larangan yang bersifat untuk sementara waktu antara lain: 
a. Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri 
seorang. 
b. Perempuan dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. 
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    Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, (Ciputat: Lentera Hati, 2005), hlm. 531. 
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c. Perempuan yang sedang dalam masa iddah. 
d. Perempuan yang ditalak tiga kali. 
e. Pernikahan orang yang sedang ihram. 
f. Menikahi pezina, baik antara laki-laki baik baik dengan pelacur, 
atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina.
7
 
g. Mengawini wanita musrik. 
h. Kawin lebih dari empat istri.8 
Uraian di atas menunjukan hukum Islam hanya mengatur tentang 
larangan menikah terkait dengan larangan waktu. Terkait dengan adanya 
larangan adat daerah tertentu maka tidak terdapat dalil yang menjelaskan 
tentang hal tersebut. 
Di dalam Ilmu Usul  fiqh  terdapat dalil ‘urf  atau „adat  yang di 
jadikan hujjah oleh umat Islam dalam menetapkan suatu hukum. ‘Urf  
adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisi, baik ucapan, 
perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga Adat.
9
 
a) Pengertian „Urf 
Secara bahasa, kata „urf  berasal dari akar kata arafa-ya’rifu yang 
berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang 
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  Mardani, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011), hlm. 34. 
8
   Ibid., hlm. 36-37. 
9
  Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh  Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 
2003), hlm. 2. 
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diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat juga 
berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.
10
 
Sedangkan adat didefinisikan:“Sesuatu yang dilakukan berulang-
ulang tanpa adanya hubungan rasional”. Kata ‘urf dalam bahasa 
Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para 
ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya „urf 
adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.
11
 
Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf 
dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, 
Hukum Adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang 
di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan 
di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia 
sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah “Adat kebiasaan 
dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika 
menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan 
hukum” 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam permasalahan ini saya menemukan beberapa karya ilmiah di 
IAIN Surakarta dan beberapa perguruan tinggi lainya, khususnya di 
jurusan Hukum Keluarga yang pembahasannya mirip dengan penelitian 
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  Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Unit 
Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), hlm. 
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11
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saya. Dan karya-karya tersebut tentunya akan saya jadikan pembanding 
bagi karya saya dan mungkin juga menjadi rujukan dalam menyelesaikan 
penelitian ini. 
Vivi Kus Aisyah, Larangan Adat Pernikahan antar Desa dalam 
Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago 
Gede Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten), Skripsi, Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta, 2016. Skripsi ini membahas tentang latar 
belakang larangan pernikahan tersebut dilarang, yang berawal dari 
permusuhan dan kemudian melahirkan keyakinan bahwa pernikahan antar 
desa tersebut dapat menimbulkan masalah bagi kedua Desa tersebut karena 
ketidak akuran antar keduanya.
12
 
Siti Zaenatul Mar‟ah, Larangan Pernikahan antara Masyarakat 
Desa Kemantren dan Desa Wado Kecamatan Kedungtuban Kabupaten 
Blora dalam Perspektif  Dasar „Urf, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, 2017. Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan yang 
terjadi di akibatkan adanya dendam yang berkelanjutan menjadi 
permusuhan, dan kemudian masyarakat setempat menjadikan peristiwa 
tersebut sebagai larangan untuk menikah antar kedua Desa tersebut. 
Taufiq Hidayat, Larangan Pernikahan karena Masih Satu 
Danyang(Studi Kasus di Dukuh Barepan  dan Dukuh Sukorejo Desa Jagan 
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo), Skripsi, Fakultas Syariah 
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  Siti Zaenatul Mar‟ah, Larangan Pernikahan antara Masyarakat Desa Kemantren dan 
Desa Wado Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dalam Perspektif  Dasar „Urf, Skripsi, 
Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017. 
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IAIN Surakarta, 2017.
13
 Skripsi ini membahas tentang larangan 
pernikahan karena adanya perjanjian para leluhur yang menganggap 
bahwa jika pernikahan antara kedua dukuh tersebut dilakukan akan 
menyebabkan hal-hal buruk terjadi, dan hal tersebut masih di anggap 
sacral dan masih diyakini hingga sekarang. Dan skripsi ini mencoba 
menyanggah keyakinan-keyakinan para leluhur tersebut. 
Devi Marlina, Larangan Menikah Satu Kaum dalam Masyarakat 
Suku Pekal Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus di Kecamatan 
Malin Deman Kabupaten Mukomuko), Jurnal, IAIN Bengkulu, 2017.
14
 
Bahwa larangan menikah satu kaum dalam masyarakat suku Pekal tersebut 
dikarenakan rancunya hubungan kekerabatan, dikhawatirkan merusak 
hubungan silaturrahim dan akan terjadinya pernikahan saudara kandung, 
dan keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap 
keturunan dan pandangan hukum Islam mengenai larangan tersebut 
tidaklah sesuai dengan hokum Islam. 
Mohamad Ziad Mubarok, Tradisi Larangan Pernikahan Adat Jawa 
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang 
pada Masyarakat Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk 
Jawa Timur), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif 
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 Taufiq Hidayat, Larangan Pernikahan karena Masih Satu Danyang(Studi Kasus di 
Dukuh Barepan  dan Dukuh Sukorejo Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo), 
Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017. 
14
  Devi Marlina, Larangan Menikah Satu Kaum dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau 
dari Perspektif Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko), Jurnal, 
IAIN Bengkulu, 2017. 
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Hidayatullah Jakarta, 2017.
15
 Skripsi ini membahas tentang Larangan 
pernikahan tradisi kebo balik kandang, yang bagi sebagian masyarakatnya 
masih menerapkan tradisi tersebut dalam keluarga, dengan alasan 
kecemasan terhadap sanksi atau dampak yang ditimbulkan, dan alasan 
lainya adalah dikarenakan kepasifan sebagian masyarakat yang lalai dalam 
kegiatan keagamaan. 
Mariatul Maghfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 
Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Sukoharjo 
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Skripsi, Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
16
Skripsi ini membahas 
tentang Praktik Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang  yang 
muncul ditengah-tengan masyarakat Sukoharjo merupakan sebuah tradisi 
yang masuk dalam kategori „urf fasid,  karena dapat menjerumuskan 
keyakinan masyarakat kepada kemusryikan karena meyakini sesuatu yang 
datang dari selain takdir Allah. 
Ririn Mas‟udah, Fenomena Mitos Penghalang Pernikahan dakam 
Masyarakat Adat Trenggalek, Jurnal, Fakultas Syariah UIN Maliki 
Malang, 2010.
17
Berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti, 
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  Mohamad Ziad Mubarok, Tradisi Larangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Sugihwaras Kecamatan 
Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2017. 
16
  Mariatul Maghfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Pernikahan 
Adat Kebo Balik Kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Skripsi, 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
17 Ririn Mas‟udah, Fenomena Mitos Penghalang Pernikahan dakam Masyarakat Adat 
Trenggalek, Jurnal, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2010. 
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baik secara teoritis konsepsional maupun beberapa pendekatan-pendekatan 
analisis, bahwasanya Masyarakat setempat tidak mengetahui asal usul dan 
sejarah dari mitos tersebut. Mereka hanya mengikuti tanpa dasar 
keyakinan yang kuat, serta hanya meyakini bahwa mitos ini adalah 
kepercayaan warisan leluhur. 
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, saya belum menemukan 
penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Dalil ‘Urf Terhadap 
Fenomena Larangan Menikah Antar Dukuh”di Dukuh kedunglengkong 
dan kedungori Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali. Dan hal tersebut membuat saya tertarik untuk melakukan 
penelitian di Dukuh tersebut. 
 
G. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu 
penelitian lapangan (field research). Penelitian tersebut menghasilkan 
deskripsi tentang apa yang telah terjadi dari obyek yang telah diteliti 
dengan menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data 
dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang meliputi 
berbagai elemen masyarakat di dukuh Kedunglengkong dan Kedungori 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
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2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Perspektif  yaitu penelitian yang ditujukan 
untuk memberi saran apa yang harus dilakukan mengatasi masalah-
masalah tertentu.
18
 Seperti larangan menikah antar dukuh bagi 
masyarakat jawa khususnya penganut kejawen apakah sudah sesuai 
atau tidak dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun 
menganalisis pandangan tersebut dari sudut pandang dalil „urf 
sehingga menemukan kesimpulan. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer,  
Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui 
sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. 
Dalam hal ini peneliti mengambil informasi dari warga dukuh 
seperti; sesepuh setempat, tokoh masyarakat, dan warga 
masyarakat Dukuh Kedunglengkong dan Kedungori Desa 
Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
b. Data Sekunder 
Data tidak langsung yang diperoleh melalui literatur-literatur, 
buku-buku, penelitian orang lain dan dokumen lain yang 
mendukung penelitian ini. 
 
 
                                                          
18
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineke 
Cipta, 1996), hlm. 144. 
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4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan untuk memberikan 
informasi yang sesuai dengan yang diperlukan agar dapat menjelaskan 
masalah-masalah dan memecahkan masalah yang diteliti, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Wawancara  
Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam. Selain 
wawancara, teknik yang digunakan adalah wawancara bebas yang 
merupakan teknik yang tidak terikat oleh sistematika daftar 
pertanyaan tertentu, melaikan lazimnya hanya terarahkan oleh 
pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bebas 
mengembangkan wawancara.
19
 
b. Dokumentasi 
Pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, yaitu 
buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hokum-hukum serta 
hal-hal lain yang bersifat umum dalam hal penyusunan skripsi ini. 
5. Metode Analisis Data 
Salah satu tahap yang paling penting adalah menganalisis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis 
deskriptif, yaitu suatu metode analisis dimana penulis menjabarkan 
data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga menggunakan 
                                                          
19
 Bagong Suyanto, dkk.,Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 78. 
15 
 
metode analisis sosial guna memperoleh gambaran lengkap mengenai 
situasi/realitas social secara objektif kritis dengan menelaah kaitan-
kaitan historis, structural, kultural dan konsekuensi masalah sehingga 
didapat kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis 
sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Demi memudahkan para pembaca dalam memahami karya tulis ini, 
penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
Bab I, dalam pendahuluan ini dipaparkan mengenai apa yang 
melatar belakangi  permasalahan itu muncul. Kemudian dari permasalahan 
tersebut dirumuskan kedalam beberapa pokok permasalahan agar 
pembahasannya terfokus pada tujuan daripenelitian  ini, baru setelah itu 
akan diketahui manfaatnya. di samping itu peneliti juga mengemukakan 
beberapa penelitian terdahulu yang semisal, sehingga skripsi ini tidak 
terkesan mengulang penelitian yang ada. Dasar teori yang akan digunakan 
penulis untuk menjawab pokok permasalahan akan diuraikan dalam 
kerangka teoritik, dan didukung oleh rumusan metode penelitian untuk 
menentukan cara-cara apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
Bab II, dalam landasan teori membahas teori atau gambaranumum 
tentang pernikahan dalam hukum Islam. Bagian ini digunakan untuk 
menganalisis bab ketiga, pada bab kedua ini berisi gambaran umum 
pernikahan dalam islam. dari pengertian pernikahan, hukum dan tujuan 
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pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, macam-macam pernikahan yang 
dilarang dalam islam dan juga penjelasan tentang ‘urf. 
Bab III, dalam deskripsi wilayah menjelaskan letak wilayah yang 
menjadi objek penelitian, pemaparkan data-data hasil penelitian lapangan 
di wilayah tersebut yang meliputi sejarah dan factor-faktor yang 
menyebabkan dilarangnya pernikahan antar dukuh tersebut sehingga dapat 
di analisis pada bab keempat dan diambil kesimpulan. 
Bab IV, berisi analisis tinjauan dalil „urf terhadap fenomena 
larangan menikah antara Dukuh Kedunglengkong dan Kedungori Desa 
Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
Bab V, dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan kritik 
terhadap skripsi ini. 
 
1 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
Nikah menurut bahasa „al-jam’u yang artinya kumpul. Makna nikah 
bisa diartikan dengan „aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa 
diartikan „wat’u al-zaujah yang bermakna menyetubuhi perempuan. 
Dalam literatur fikih berbahasa arab kata pernikahan disebut dengan dua 
lafadz kata, yaitu „nakaha yang berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, 
dan juga berarti “akad”.1 Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan 
berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri 
menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. 
Pernikahan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat 
dianjurkan karena merupakan cara yang diridhoi Allah untuk melestarikan 
kehidupan manusia dan dalam mencapai kebahagiaan hidup. Pernikahan 
diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dengan 
seorang wanita sehingga menjadikan halal bagi keduanya untuk 
melakukan hubungan suami istri serta membantu dan melengkapi satu 
sama lain sehingga memperoleh hak dan kewajiban keduanya. 
Menurut Hanafi nikah adalah akad yang memberikan faedah 
(mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi 
seorang pria dengan seorang wanita, terutama dengan tujuan untuk 
                                                          
1
  Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 74. 
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pemenuhan kebutuhan biologis. Menurut maliki nikah adalah sebuah 
sebutan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih 
kenikmatan semata-mata. Menurut Syafi‟i nikah adalah akad yang 
menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan 
redaksi/lafadz inkah atau tazwij atau turunan (makna) dari keduanya.2 
Sedangkan nikah menurut Hambali ialah akad dengan menggunakan 
lafadz inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, seorang laki-laki 
dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.3 
Pernikahan menjadikan seseorang lebih menundukan pandangan dan 
menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu untuk melaksanakan 
pernikahan, hendaklah ia berpuasa karena puasa akan melindunginya dari 
syahwat sampai Allah memudahkannya menuju pernikahan. 
a. Dasar Hukum 
Adapun hukum asal melaksanakan pernikahan adalah sunnah 
menurut jumhur ulama dan ini berlaku secara umum.
4
 Berdasarkan al-
Qur‟an dan as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan untuk melakukan 
pernikahan bagi kaum muslimin yang telah mampu untuk 
melaksanakannya. Akan tetapi hukum asal tersebut dapat berubah 
                                                          
2
  Mardani, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011), hlm. 4. 
3
  Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, Pernikahan Perceraian Muslim, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), hlm. 18. 
4
  Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh..., hlm. 79. 
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sesuaidengan keadaan sehingga bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, 
dan haram.
5
 Adapun keadaan yang dimaksud adalah: 
1) Wajib  
  Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah 
memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus ke 
dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus 
menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan 
yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah. 
Apabila sesuatu yang wajib tidak dapat teraksana kecuali dengan 
adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun menjadi 
wajib. 
Imam al-Qurtuby berkata,”Bujangan yang sudah mampu 
menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk 
menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan pernikahan, 
maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. 
Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi 
isterinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya”.6 Hal ini 
sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan dalam surah An-Nur 
(24) ayat 32:  
                                                          
5
  Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 
11-12.  
6
  Ibid.., hlm. 33. 
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                  
           
  
Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang 
diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari 
hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika 
mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka 
dengan karunia-Nya.
7
 
 
2) Sunnah 
Hukum menikah adalah sunnah bagi orang yang memiliki 
dorongan seks, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada 
perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, meniah lebih utama 
daripada sibuk dengan ibadah-ibadah lainnya karena membujang 
tidak diperbolehkan dalam Islam. 
Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, selain imam 
Syafi‟i. menurut Imam Syafi‟I mengerjakan ibadah sunnah lebih 
utama baginya daripada menikah, karena hukum menikah baginya 
dalam kondisi stabil dan mubah. 
3) Haram 
Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat 
memberikan nafkaf lahir dan bati kepada istrinya, tidak adanya 
kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan 
tersebut. 
                                                          
7
  Ibid.  
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Al-Qurtuby berkata,” bila seorang laki-laki tidak mampu 
menafkahi isterinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu 
memenuhi hak-hak isterinya sebelum ia dengan terus terang 
menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai dating saatnya ia 
mampu memenuhi hak-hak isterinya. Begitu juga karena sesuatu 
hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli isterinya, maka ia 
wajib menerangkan dengan terus terang agar calon isterinya tidak 
tertipu olehnya. 
Termasuk juga hukum haramnya jika seseorang kawin 
dengan maksud menelantarkan orang lain atau agar wanita yang 
dikawini tidak bisa kawin dengan orang lain.
8
 Keharaman nikah 
pada kondisi tersebut, karena nikah disyari‟atkan oleh Islam untuk 
mencapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Hikmah 
kemaslahatan tidak akan tercapai jika dijadikan sarana mencapai 
bahaya dan kerusakan. 
4) Makruh 
Hukum menikah adalah makruh bagi orang yang tidak 
dapat menafkahi isterinya dan ia tidak memiliki hasrat untuk 
menikah. Akan tetapi ia tidak membahayakan isterinya. Kesibukan 
orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang 
lainnya atau menyibukan diri dalam menuntut ilmu adalah lebih 
baik baginya. Imam As-Syafi‟I menerangkan bahwa menikah 
                                                          
8
  Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.21 
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hukumnya makruh bagi orang yang belum membutuhkan baik 
karena factor genetic atau karena factor lain seperti sakit, lemah 
dan tidak mampu secara finansial. Jika hal itu dipaksakan, 
pernikahan itu hanya sesuatu yang mengikat orang itu untuk 
melakukan sesuatu diluar kemampuannya, padahal ia 
membutuhkan. Imam Hanafi juga menambahkan bahwa hukum 
pernikahan adalah adalah makruh bagi orang yang pada dasarnya 
mampu untuk melaksanakannya namun ia merasa akan berbuat 
curang dalam pernikahan.
9
 
b. Rukun dan Syarat Pernikahan 
Suatu pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat 
pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan menentukan suatu hukum 
terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya pernikahan. Yang 
dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara 
langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan 
hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat pernikahan itu 
adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang 
menyangkut unsur dalam maupun unsur luarnya.
10
 
Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur 
yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. 
Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan sendirinya membatalkan 
                                                          
9
  Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang 
Pernikahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 46. 
 
10
  Ibid.., hlm. 87. 
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perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum 
tersebut juga dapat dibatalkan. 
Akan tetapi dalam hal pelaksanaan ibadah mahdloh, syarat adalah 
merupakan faktor penentu sah atau tidaknya perbutan tersebut. Misalnya 
dalam pelaksanaan ibadah sholat, syaratnya adalah berwudlu terlebih 
dahulu. Dalam melaksanakan wudlupun wajib dipenuhi rukun dan 
syaratnya pula. Berbeda halnya dengan perbuatan hukum dibidang 
muamalah, misalnya dalam munakahat atau pernikahan, antara rukun dan 
syarat pernikahan berakibat hukum yang berbeda dengan perbuatan atau 
pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa dan haji. Dalam pernikahan, 
akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat hukumnya adalah 
pernikahan tersebut batal demi hukum tetapi jika syarat pernikahan tidak 
terpenuhi, maka pernikahan itu dapat dibatalkan. Menurut Jumhur ulama‟ 
rukun pernikahan itu ada lima, dan masing-masing rukun tersebut 
mempunyai syarat-syarat tertentu.
11
 Syarat dari rukun tersebut adalah:  
1) Calon Suami, syarat-syaratnya : 
a) Beragama Islam 
b) Laki-laki  
c) Jelas orangnya  
d) Dapat memberikan persetujuan  
e) Tidak terdapat halangan pernikahan 
2) Calon Istri, syarat-syaratnya :  
                                                          
11
  Abd. Somad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 ), hlm. 263. 
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a) Beragama Islam  
b) Perempuan  
c) Jelas orangnya  
d) Dapat dimintai persetujuanya  
e) Tidak terdapat halangan pernikahan 
3) Wali Nikah, syarat-syaratnya :  
a) Laki-laki  
b) Dewasa  
c) Mempunyai hak perwalian  
d) Tidak terdapat halangan perwalianya  
4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya : 
a) Minimal dua orang laki-laki  
b) Hadir dalam ijab qobul  
c) Dapat mengerti maksud akad 
d) Islam  
e) Dewasa  
5) Ijab Qobul, syarat-syaratnya :  
a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  
b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai  
c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari 
kedua kata tersebut  
d) Antara ijab dan qobul bersambungan yaitu tidak dipisah 
dengan kata-kata lain atau semisalnya  
25 
 
e) Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji 
atau umroh  
f) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat 
orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari 
mempelai wanita, dan dua orang saksi.  
c. Tujuan Pernikahan 
Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan pernikahan ialah karena 
perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 
masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 
Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan 
hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk 
keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam 
menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar 
tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, 
ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan pernikahan 
adalah sebagai berikut : 
1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabi‟at manusia. 
2) Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. 
3) Memperoleh keturunan yang sah. 
4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan 
yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. 
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5) Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah 
(keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang). 
6) Ikatan pernikahan sebagai mitsaqon gholidon sekaligus mentaati 
perintah Allah Swt yang bertujuan untuk membentuk dan membina 
tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 
sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.
12
 
d. Hikmah Pernikahan 
Islam menyukai pernikahan dan segala akibat yang bertalian 
dengan pernikahan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat 
maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantaranya ialah : 
1) Menghindari terjadinya perzinaan 
2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat 
perempuan yang diharamkan 
3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh 
perzinaan seperti aids  
4) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan 
serta tanggung jawab kepada keluarga  
5) Nikah merupakan setengah dari agama  
6) Menurut M. Idris Ramulyo hikmah pernikahan yaitu dapat 
menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa 
tanggung jawab kepada keluarga,masyarakat dan negara. 
                                                          
12
  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 80. 
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Pernikahan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan 
kegembiraan dalam mengahadapi perjuangan hidup dalam 
kehidupan masyarakat dan sosia.
13
 
e. Larangan Pernikahan 
Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini 
adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan 
diatur dalam al-Qur‟an, ada yang bersifat mu‟abbad (selamanya) dan 
ghairu mu‟abbad/muaqqat (sementara). Larangan yang bersifat 
mu‟abbad ada tiga kelompok, yaitu: 
1) Larangan abadi (mahram mu‟abbad) yang disepakati terdiri dari: 
hubungan  nasab,  hubungan  sesusuan  dan  hubungan  pernikahan, 
sedangkan  yang diperselisihkan ada dua,  yaitu zina, dan li‟an. 
Yang telah disepakati.  
a) Disebabkan oleh adanya hubungan nasab, yang termasuk 
hubungan nasab yaitu; ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara 
ibu, anak dari saudara lakilaki, dan anak dari saudara 
perempuan. Adapun keharaman perempuan-perempuan tersebut 
berdasarkanQ.S. An-nisa ayat 23: 
             
              
                 
                                                          
13
   Mardani, Hukum Pernikahan Islam..., hlm. 10. 
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             
            
         .. 
 
Artinya:“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, 
anakanakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang 
perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, 
saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, 
ibuibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu 
sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anakanak perempuan dari 
istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang 
telah kamu campuri, tetapi jika kamu campur dengan istrimu itu 
(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 
kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan 
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 
yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang".
14
 
 
Tujuh yang disebutkan di atas dalam al-Qur‟an dinyatakan 
dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dalam pengertiannya 
dikembangkan secara vertikal atau horizontal.
15
 Dengan 
pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap 
perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-
laki karena nasab itu adalah: 
1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis 
lurus ke atas. 
                                                          
14
  Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, (Ciputat: Lentera Hati, 2005), hlm. 390. 
15
  Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 120. 
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2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, 
dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. 
3) Saudara, baik kandung, seayah atau seibu.  
4) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, 
seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah 
atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. 
5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk 
kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah 
atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.  
6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu 
saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya 
dalam garis lurus ke bawah.  
7) Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu 
saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam 
garis lurus ke bawah. 
b) Hubungan Sesusuan 
Pernikahan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu 
hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu 
kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan 
air susuyang dia minum akan menjadi darah daging dan 
membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat 
menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua 
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belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai 
ibu sendiri.16 
Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya 
hubungan sesusuan adalah: 
1) Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, 
maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui 
seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang 
disusui itu, sehingga haram melakukan pernikahan. 
2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui 
atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu 
yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak 
susuan sehingga haram melakukan pernikahan. 
3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau 
saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke 
atas. 
4) Kemenakan susuan perempuan,yakni anak perempuan 
dari saudara ibu susuan. 
5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah 
kandung maupun seibu saja.Sebagai tambahan 
penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan : 
a) Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan 
keharaman pernikahan ialah susuan yang berikan 
                                                          
16
   Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, (Bandung: Jabal, 2012), hlm.166. 
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pada anak yang memang masih memperoleh 
makanan dan air susu. 
b) Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada 
seorang ibu yang menimbulkan keharaman 
pernikahan seperti keharaman hubungan nasab. 
c) Hubungan Pernikahan atau Semenda 
Adapaun halangan karena pernikahan atau semenda adalah: 
1) Ibu mertua (ibu dari istri). 
2) Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya 
sudah di gauli 
3) Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.17 
4) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri. 
Seseuai dengan firman Allah: 
         
         
 
Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 
yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa 
yang telah lampau,sesungguhnya perbuatan itu amat 
keji  dan  benci  allah  dan  seburuk  buruk  (jalan  yang 
di tempuh)”.18 
 
                                                          
17
   YusufQardhawi, Halal dan Haram..., hlm 166-167. 
18
  Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah..., hlm. 338. 
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2) Larangan   yang   bersifat   sementara   (mahram   muaqqat) yaitu 
larangan  kawin  yang  bersifat  sementara.  Yang  termasuk  dalam 
keharaman ini adalah: 
a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa. 
Bila  seorang  laki-laki  telah  mengawini  seorang  
perempuan, dalam   satu   waktu   yang   sama   dia   tidak   
boleh   mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini 
dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa ayat 23: 
        
Artinya:  “...bahwa  (tidak  boleh  kamu)  mengumpulkan  dua 
orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu...”19 
b) Poligami di luar batas. 
Seoarang laki-laki dalam pernikahan poligami paling 
banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari 
itu.Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa‟ ayat 3: 
              
                
      
 
                                                          
19
  Ibid, hlm. 391. 
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Artinya: “Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak  
yatim  perempuan,  kawinilah  perempuan  lain yang kamu 
senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan 
berlaku adil cukup seorang...”20 
 
c) Larangan karena ikatan pernikahan.  
Seorang   perempuan   yang   sedang   terikat   tali   
pernikahan haram  dikawini      oleh  siapapun.  Bahkan  
perempuan  yang sedang  dalam  pernikahan  itu  dilarang  untuk  
dilamar,  baik dalam  ucapan  terus  terang. Hal  ini  dijelaskan  
oleh  Allah dalam QS. An-Nisa‟ ayat 24: 
           ۖ...  
Artinya:  “Dan  (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan  
yang  bersuami,  kecuali  budak-budak yang kamu miliki...”21 
1) Larangan karena talaq tiga. 
Soerang  suami  yang  telah  menceraikan  isterinya  
dengan  tiga talak,  baik  sekaligus  atau  bertahap,  mantan  
suaminya  haram mengawininya  sampai  menatan  isteri  
kawin  dengan  laki-laki dan habis pula iddahnya.Hal ini 
dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230: 
        
    
                                                          
20
Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah...,  hlm. 338. 
21
Ibid, hlm. 340. 
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Artinya :“Kemudian jika si suami menalaknya (setelah 
talak yang  kedua)  maka  perempuan  itu  tidak  halal  lagi 
baginya  kecuali  bila  istri  itu  telah  kawin  dengan suami 
lain...”22 
 
2) Larangan karena ihram.  
Perempuan   yang  sedang  ihram,  baik  ihram  haji  
maupun ihram  umrah,  tidak  boleh  dikawini  oleh  laki-
laki  baik  laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. 
Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa 
ihramnya.
23
 
3) Halangan „Iddah 
Seluruh  mazhab  sepakat  bahwa  wanita  yang  masih  
berada dalam masa ‘iddah tidak boleh dinikahi, persis 
seperti wanita yang  masih  bersuami,  baik  dia  ber-„iddah  
karena  ditinggal mati  suaminya,  maupun  dicerai.
24
  Ini  
berdasarkan  firman Allah yang berbunyi: 
          
Artinya:“Wanita-wanita  yang ditalak hendalah  menahan 
diri (menunggu)  tiga  quru‟25.  
4) Halangan Kafir 
                                                          
22
   Ibid, hlm. 36. 
23
   Mardani, Hukum  Pernikahan Islam..., hlm. 13-14 
24
   Ibid. 
25
   Kementrian Agama RI, op,cit, hlm. 82. 
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Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak 
halal kawin dengan  perempuan  penyembah  berhala,  
perempuan  zindiq, perempuan  keluar  dari  Islam,  
penyembah  sapi,  perempuan beragama politeisme.
26
 
Adapun larangan muaqqot antara lain halangan bilangan, halangan 
pengumpulan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan sakit, 
halangan ihram, halangan perceraian tiga kali, halangan peristrian, 
halangan perzinaan. Islam sendiri menyebutkan bahwa perkawinan 
yang dilarang dalam islam selain yang sudah diatur secara Qod’i 
ketidak bolehannya antara lain adalah: 
a. Nikah mut‟ah, Nikah mut‟ah hukumnya haram. Nikah ini disebut 
juga “ziwaj muaqqod” dan “ziwaj munqathi” artinya nikah yang 
ditentukan untuk jangka waktu tertentu, atau perkawinan yang 
diputuskan. Adapun dinamakan mut‟ah ialah nikah dengan maksud 
dalam waktu yang tertentu itu seseorang dapat bersenang-senang 
melepaskan keperluan syahwatnya. Perkawinan mut‟ah pernah 
diperbolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu 
peperangan authas dan pembukaan kota mekkah, di mana waktu itu 
tentara islam telah lama pisah dengan keluarga, agar mereka tidak 
melakukan perbuatan terlarang maka di izinkan oleh nabi 
                                                          
26
   Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah..., hlm. 152. 
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melakukan nikah mut‟ah. Kemudian nabi melarang untuk selama-
lamanya. 
b. Nikah muhalil, ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap 
wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya yang pertama, 
setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua wanita itu dikumpuli 
dan diceraikan agar dapat dikawin lagi dengan suami pertama. Jadi 
dalam nikah muhalil itu ada unsur perencanaan dan niat bukan 
untuk selamanya, tetapi dengan maksud agar setelah diceraikan 
oleh orang yang mengawini kedua itu dapat dikawini kembali oleh 
bekas suami yang yang pernah menceraikannya sampai tiga kali. 
Hokum perkawinan itu haram dan akibatnya tidak sah, tidaklah 
batal wanita yang telah dicerai oleh muhallil (orang yang 
melangsungkan perkawinan kedua tersebut) untuk kawin dengan 
suami pertamanya. 
c. Nikah syigar, yang dimaksud nikah syighar yaitu seorang wali 
mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar 
laki-laki mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar 
mahar. Jumhur ulama berpendapat bahwa kawin sighar itu pada 
pokoknya tidak diakui, karena itu hukumnya batal (tidak sah). 
Tetapi Abu hanifah berpendapat, kawin syighar itu sah, hanya bagi 
tiap-tiap anak perempuan yang melakukan perkawinan wajib 
mendapatkan mahar yang sepadan dari masing-masing suaminya, 
karena laki-laki yang menjadikan pertukaran anak perempuannya 
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sebagai mahar sangatlah tidak tepat, sebab wanita itu bukan sebagai 
barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Dalam 
perkawinan ini yang batal adalah segi maharnya, bukan pada akad 
nikahnya, sebagaiman kalau suatu perkawinan dengan persyaratan 
memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya di 
sini tidak batal dan bagi perempuannya berhak atas mahar mitsil 
(maskawin yang sepadan). 
d. Nikah tahwid, yaitu nikah yang kurang salah satu rukunnya. 
Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan menjadi 
tidak sah. 
 
B. Al-‘Urf 
1. Pengertian ‘Urf 
Kata 'urf  berasal dari kata 'arafa- ya’rifu sering diartikan 
dengan "al-ma'ruf" atau sesuatu yang dikenal.27 Sedangkan secara 
bahasa ‘urf  berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik 
serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, „urf  adalah 
suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan 
mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat 
berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang 
bersifat umum.28 Arti ‘urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, 
                                                          
27
  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 363. 
28
  Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,  
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),  hlm. 97. 
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ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan 
telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. 
Di kalangan masyarakat 'urf  sering disebut dengan istilah adat.29 
Sedangkan pengertian 'urf  menurut terninologi usul fiqh dapat kita 
lihat dari beberapa pendapat berikut ini. 
a. Abdul Wahab Khallaf mengartikan 'urf 30: “Suatu yang saling 
diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan 
keberadaannya diantara mereka baik berupa perkataan, 
perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu „urf   juga dinamakan 
'adat. 
b. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa 'urf  adalah “Sesuatu 
yang telah dibiasakan oleh manusia yang berlaku terusmenerus 
diantara mereka meliputi perbuatan yang telah berlaku diantara 
mereka ataupun perkataan yang telah saling dikeuahui secara 
khusus bukan dilihat dari segi bahasanya.” 
c. Sedangkan menurut TM Hasby al-Shiddiqiey ‘urf  sebagai 
berikut:31 "Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan 
diterima oleh orang yang mempunyai tabiat yang baik dan 
telah dibiasakan oleh penduduk suatu daerah dengan tidak 
menyalahi ketentuanketentuan syara". 
                                                          
29
  Rachmat Syafi‟i, Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung : Pustaka Setia, 
1999), hlm. 128. 
30
   Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh,(Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 89. 
31
   Hasby Al-Shiddiqiey, Pengantar Ilmu Fiqh, (Semarang : Pustaka Risky Putra, 1999), hlm. 
180. 
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Ketiga definisi di atas sebenarnya mengandung maksud yang 
sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling 
umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily, 
keduanya menekankan pada suatu hal yang telah dibiasakan dan terus 
menerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Berbeda  
halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasby al Shiddieqiy, 
beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu tidak bertentangan 
dengan ketentuan syari‟at. Jadi, yang dimaksud ‘urf  adalah suatu hal 
yang telah dibiasakan dan di pelihara terus-menerus oleh manusia dan 
keberadaannya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan 
syari‟at. Sedangkan kata ’adat berasal dari kata áda-ya’üdu-audan 
yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi usul fiqh ‘adat 
sebagaimana pendapat Muhammad Abû Zahrâh
32
 adalah: "Sesuatu 
yang telah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah 
mantap dalam urusan-urusannya". 
Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata 'adat dan ‘urf 
adalah dua kata yang bersinonim (Mutarádif). Dari segi asal 
penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan, 
kata 'adat mempunyai arti pengulangan (sesuatu yang baru 
dilaksanakan satu kali belum dinamakan 'adat. Sedangkan kata‘urf 
mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang 
kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya bahwa perbuatan itu 
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   Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Dar Al-Fikr Al-Araby), hlm. 272. 
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sudah dikenal dan diakui orang banyak. Secara prinsip sebenarnya 
tidak ada perbedaan antara kata 'urf  dan ‘adat  karena bila kita 
telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu 
perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal 
dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu 
sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu 
dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.
33
 
Para ulama' usul memberikan perbedaan antara 'urf  dan 'adat.
34
 
Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian 'urf  dan  'adat  yang 
telah disebutkan di atas dapat kita temukan perbedaan antara 
keduanya. Kata 'urf  digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang 
dilakukan yaitu: Diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. 
Dengan demikian 'urf  mengandung konotasi hal-hal yang baik saja. 
Sedangkan kata 'adat hanya memandang dari segi pengulangannya 
tanpa memberikan penilaian baik atau buruk, sehingga 'adat 
mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah 'adat  yang baik 
atau 'adat yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata 
'urf dan „adat juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup 
penggunaannya. Kata ‘urf selalu digunakan untuk jama'ah atau 
golongan, sedangkan kata 'adat  dapat digunakan untuk sebagian 
orang disamping berlaku pula untuk golongan. 
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  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., hlm. 364. 
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  Ibid... hlm. 365. 
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2. Macam-Macam 'Urf 
Penggolongan macam-macam ‘adat  atau ‘urf  itu dapat dilihat 
dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup 
penggunaannya serta dari segi penilaiannya. Ditinjau dari segi materi 
yang biasa dilakukan, ‘urf  dibagi menjadi 2 yaitu: 
a. „Urf  Qauli  yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan 
kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan sehari-hari 
orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki 
dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata 
walad kadang digunakan 'urf  qauli.35 
b. ‟Urf  Fi’li  yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh 
kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang 
bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya 
menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa 
ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual 
beli.36 Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah 
peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal 
kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara 
pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya. 
Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf  jenis ini 
terbagi menjadi dua: 
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  Ibid... hlm. 366. 
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  Ibid...hlm. 367. 
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a. Al-‘Urf  Al-aam (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 
'urf  yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari 
berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa, juga dapat 
diartikan "Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari 
waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan 
mereka” Dalam aplikasinya dapat kita cermati di kehidupan 
sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda 
bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan 
menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak 
setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-
undang di negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, 
berlaku kepada semua orang tanpa memandang umur, golongan 
dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya 
tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka 
dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang 
berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi 'urf  
yang berlaku.37 
b. Al-'Urf Al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan 
yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat 
tertentu saja, dengan kata lain ‘urf  khas adalah kebiasaan yang 
hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa 
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tertentu."Suatu 'adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok 
negara, satu masa atau golongan tertentu dari manusia". 
Jika ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi 
menjadi 2 yakni: 
a. ‘Urf shahih, dan yang dimaksud dengan „urf shâhih yaitu suatau 
adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh 
orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun 
dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal 
(silaturrahim) saat hari raya.38 Hal ini sebagaimana pendapat yang 
dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya. “Sesuatu 
yang telah saling diketahui manusia, tidak bertentangan dengan 
dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga 
membatalkan perkara yang wajib.” ‘Urf jenis ini tidak 
memandang apakah termasuk ‘urf yang berlaku umum (‘urf 
‘âam) atau bahkan ‘urf  yang berlaku untuk satu daerah saja („urf 
khas), yang berupa ucapan (‘urf qawli) ataupun perbuatan („urf 
fi’li). ‘Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang 
menyalahi ketentuan syara’ atau tidak, dan juga tidak 
bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah 
ada. 
b. ‘Urf Fasid, yang dimaksud ‘Urf Fasid  yaitu adat (kebiasaan) 
yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya 
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  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,..hlm. 368. 
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namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan 
sopan santun.39 Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ‘Urf  fasid 
sebagai berikut: "Suatu 'adat (kebiasaan) yang terjadi dalam 
masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara’ 
menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib." 
Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau 
kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan 
bahkan meniadakan ‘urf  jenis ini dengan tidak menganggapnya 
sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya 
sebagai dalil dalam Istinbát Al-Hukm Al-Shari 
 
3. Kedudukan 'Urf 
Dalam pengertian 'urf  yang telah dikemukakan di atas, bahwa 
'urf  yang dapat diterima sebagai dalil syar'i adalah ‘urf  yang tidak 
bertentangan dengan nash („urf shahih) saja, tentunya hal ini 
menafikan 'urf yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan 
menerima 'urf  sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama 'urf   
tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama 
tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi 
kebutuhan manusia dalam arti orang banyak akan mengalami 
kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf  tersebut, bahkan ulama 
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menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan." Bila hukum telah 
ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai 
hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang 
mengamalkan 'urf  itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, 
menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf  tersebut, 
yaitu: 
a) 'Urf  tersebut mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal 
sehat.
40
 Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf 
yang shähih sehingga dapat diterima masyarakat umum. 
Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudharatan dan 
tidakdapat diterima akal sehat, maka ‘urf  yang demikian tidak 
dapat diterima sebagai. 
b) ‘Urf  tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan 
lingkungan 'urf  atau di kalangan sebagian besar masyarakat.
41
 
Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di 
masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia 
dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar 
resmi yaitu mata uang rupiah, karenanya dalam suatu transaksi 
tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis 
mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak 
ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang 
berlaku kecuali dalam kasus tertentu. 
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c) ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah 
berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
42
 
Menurut syarat ini, 'urf  harus telah ada sebelum penetapan suatu 
hukum dilakukan. Dengan sendirinya ‘urf  yang datang kemudian 
tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaanya. Misalnya, 
tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang 
melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan 
teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. 
Sementara 'urf  yang berlaku di tempat itu adalah melunasi 
seluruh mahar. Ternyata kemudian 'urf  di tempat itu mengalami 
perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar, lalu 
muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara 
suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang 
pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil 
sedangkan istri berpegang pada 'urf  yang berlaku pada saat akad 
nikah berlangsung. Berdasarkan syarat 'urf  yang ketiga ini, maka 
suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, 
sesuai dengan ‘urf  yang berlaku pada saat akad nikah 
berlangsung dan tidak dengan ‘urf   yang muncul kemudian. 
d) ‘Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau 
bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat 
terwujudnya ‘urf yang shahih karena bila 'urf bertentangan 
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dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas 
dan pasti, ia termasuk ‘urf  yang  fasid  dan tidak dapat diterima 
sebagai dalil menetapkan hukum.
43
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DUKUH KEDUNGLENGKONG DAN DUKUH 
KEDUNGORI DESA KEDUNGDOWO  KECAMATAN ANDONG 
KABUPATEN BOYOLALI  
A. Gambaran Umum Dukuh kedunglengkong Dan Dukuh Kedungori 
Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
1. Gambaran Umun Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali.
1
 
a. Letak Geografis 
Luas perkebunan, persawahan serta pemukiman. Adapun batas 
wilayahnya sebagai berikut: 
1) Sebelah Timur adalah wilayah Kabupaten Sragen  
2) Sebelah Selatan adalah Desa Sengrong 
3) Sebelah Barat adalah Desa Kacangan 
4) Sebelah Utara adalah Desa Pranggong 
b. Jumlah Penduduk 
Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 
wilayah Desa Kedungdowo kurang lebih 293,8415 ha yang terbagi 
menjadi 4 (empat) kadus dan terdiri dari 10 (sepuluh) dusun yang 
meliputi mempunyai 20 RT dengan penduduk yang berjumlah 
3.503 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) adalah 855.  
 
                                                          
1
   Buku Profil Desa Kedungdowo tahun 2018. 
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Tabel 1 
Jumlah Penduduk desa kedungdowo berdasarkan Jenis kelamin 
 
No Keterangan  Jumlah  
1 Laki-laki  1740 jiwa 
2  Perempuan  1763 jiwa 
 Jumlah  3503 jiwa  
Sumber: data kependudukan kelurahan desa kedungdowo 
c. Latar Belakang Pendidikan 
Masyarakat Desa Kedungdowo mayoritas masyarakatnya 
tidak buta huruf, rata-rata mereka sudah pernah bersekolah. 
Banyak Mayoritas penduduk setempat mengirim anak-anak 
mereka untuk belajar di lembaga pendidikan yang bersifat umum, 
baik negeri maupun swasta. Karena sekolah umum menjadi 
mayoritas, dan lembaga pendidikan Islam menjadi minoritas, maka 
tidak jarang di antara mereka kurang memperhatikan pentingnya 
pendidikan agama Islam sehingga menyebabkan mereka jauh dari 
nilai-nilai keagamaan dan mudah mempercayai hal-hal yang 
bersifat mistis tanpa mencari tahu kebenarannya. Kendati 
demikian, tidak seluruhnya berpola pikir seperti di atas, karena 
masih ada inisiatif dari sebagian anak muda yang berusaha 
menanamkan nilai-nilai keagamaan yaitu dengan   mengadakan 
pendidikan berbasis Agama yang bersifat non formal seperti TPQ 
atau TPA. Setiap dusun, masing-masing terdapat pendidikan Islam 
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non formal tersebut. Selain itu, ada beberapa anak yang 
melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, baik berbasis 
Islam maupun umum, baik swasta maupun negeri. 
d. Latar Belakang Keagamaan 
Masyarakat Desa Kedungdowo mayoritas penduduknya 
beragama Islam. Mengingat mayoritas masyarakat setempat 
merupakan pengikut dari organisasi sosialkeagamaan terbesar di 
Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama’, yang secara historis dibentuk 
dan didirikan untuk mempertahankan tradisi. Maka kegiatan 
kegamaan masyarakat Desa Kedungdowo erat dengan nuansa 
Nahdatul Ulama seperti yasinan, Nariyahan, diba’an, dan lain-lain. 
Kegiatan yasinan di Desa Kedungdowo dilakukan setiap sebulan 
sekali oleh para kaum laki-laki, Nariyahan adalah pembacaan 
sholawat nariyah, surat yasin, tahlil serta sholat-sholat sunnah dan 
tausiah. Kegiatan ini dilakukan oleh kaum laki-laki ataupun 
perempuan setiap seminggu sekali pada malam jum’at. Adapun 
pembacaan diba’an (sholawat Nabi) dilakukan pada hari kamis 
malam jum‟at di Masjid. 
e. Keadaan Ekonomi 
Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, para penduduk 
Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolai, 
mayoritas bertani dan karyawan pabrik. Namun ada juga yang 
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bekerja di pemerintan serta berwirausaha. Demikian dengan SDM 
masyarakat yang semakin hari semakin baik. 
Table 2 
persentase jenis pekerjaan desa kedungdowo 
 
No. Jenis Pekerjaan Presentase 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Petani  
Karyawan pabrik 
Wiraswasta 
Bekerja di pemerintahan  
Buruh  
50 % 
20 % 
10 % 
5 % 
15 % 
   Sumber : data statistik desa Kedungdowo 
B. Fenomena Larangan Menikah antara Dukuh Kedunglengkong dan 
Dukuh Kedungori Desa Kedungdowo Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali. 
Pernikahan merupakan suatu ritual yang terpenting dalam 
hubungan seorang manusia dengan lawan jenis. Dengan perkawinan 
diharapkan dapat membina rumah tangga yang langgeng, bahagia, 
sejahtera dan mempunyai keturunan yang sholeh serta sholehah. Ini jelas 
berbeda dengan perkawinan yang dilakukan antara Dukuh 
Kedunglengkong dengan Dukuh Kedungori. Dalam kepercayaan 
masyarakat setempat, masyarakat Dukuh Kedunglengkong dilarang 
menikah dengan masyarakat Dukuh Kedungori. Hal ini dikarenakan 
kepercayaan mereka terhadap dayang penunggu Dukuh akan marah 
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apabila kedua dukuh tersebut melakukan pernikahan. Salah satunya akan 
terjadi malapetaka bahkan kematian disalah satu pengantin apabila tetap 
melanggar. Sebagaimana penjelasan Mbah Ladiman, sesepuh masyarakat 
dukuh Kedunglengkong yang mengatakan“wong kedunglengkong intok 
wong kedungori ki ora oleh, amargo dayange biso nesu. Yen nganti 
nglanggar biso mati utowo salah sijine kalah.” (orang kedunglengkong 
dapat orang Kedungori itu tidak boleh, karena penunggu dukuh bisa 
marah. Jika ada yang melanggar akan ada kematian atau salah satunya ada 
yang terkalahkan).
2
 Kepercayaan ini sudah mendarah daging dari dulu 
sejak berdirinya dukuh hingga sekarang. 
Kemudian ada pendapat berbeda mengenai cerita larangan tersebut, 
perkawinan antara dukuh Kedunglengkong dengan dukuh Kedungori itu 
dilarang karena antara dukuh ada hubungan saudara antar danyang / roh 
penunggu dukuh. “danyange Kedunglengkong lan danyang Kedungori iku 
sedulur, dadine wong Kedunglengkong ora oleh nikah karo wong 
Kedungori.”(roh penunggu dukuh Kedunglengkong dan roh penunggu 
dukuh Kedungori itu satu keluarga, jadi orang Kedunglengkong tidak 
boleh menikah dengan orang Kedungori).
3
 
“Sejatine wong Kedunglengkong oleh wong Kedungori iku oleh 
asal lungo saking deso Kedungdowo”.4 (sebenarnya orang 
Kedunglengkong dapat orang Kedungori  itu boleh asal pindah ke tempat 
                                                          
2
   Mbah Ladiman,  Wawancara,  Kedunglengkong 19  September 2019. 
3
   Bapak Jaerun, Wawancara, Kedunglengkong 19  September 2019.  
4
   Ibid. 
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lain dari Desa Kedungdowo). Dengan kata lain perkawinan bisa tetap 
dilakukan asalkan mau pindah dan tinggal di luar Desa Kedungdowo. 
Dengan berbagai cerita dari waktu ke waktu masyarakat warga 
Kedunglengkong dan warga Kedungori mempercayai dan takut adanya 
malapetaka seperti tidak harmonis, tidak mempunyai keturunan, sakit yang 
berkepanjangan, perceraian dan bahkan kematian. Perkawinan adalah 
sebuah tujuan manusia untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 
Dengan perkawinan diharapkan bisa membina rumah tangga yang 
sakinnah, mawaddah warrohmah, serta mempunyai keturunan yang sholeh 
dan sholehah. Semua orang mendambakan perkawinan yang seperti itu, 
bukan perkawinan yang bisa membuat pecah belah serta malapetaka. 
Perkawinan antara warga Dukuh Kedunglengkong dengan Dukuh 
Kedungori merupakan perkawinan terlarang menurut adat kepercayaan 
setempat, dan sejak generasinya mbah Ldiman hingga generasi sekarang 
tidak pernah terjadi perkawinan antara kedua dukuh lagi.  
 
C. Faktor-faktor Penyebab Larangan Pernikahan Antar  Dukuh  
Ada beberapa faktor penyebab larangan perkawinan antaraDukuh 
Kedunglengkong dengan Dukuh Kedungori yang masih tetap diyakini 
oleh masyarakat antara lain adalah:  
1. Faktor Kurangnya pengetahuan Agama  
Kurangnya pengetahuan tentang keagamaan membuat masyarakat 
mudah mempercayai mengenai kepercayaan yang lain. Dengan adanya 
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suatu akibat dari larangan perkawinan, masyarakat menjadi semakin 
percaya akan dampaknya. Ini dikarenakan rendahnya pengetahuan 
mengenai agama.”senajan agomone islam rutin sholat, nanging kui 
wes dadi tradisine masyarakat turun temurun” (walaupun agamanya 
islam rajin sholat, tapi ini sudah menjadi tradisi masyarakat 
turuntemurun).
5
 Walaupun masyarakat sudah mulai melakukan banyak 
aktivitas keagamaan seperti pengajian, mendengarkan tausiah saat 
sholat berjamah serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Tetapi 
banyak masyarakat yang tidak mendalami ilmu agama seperti di 
pondok pesantren. Ini sebabnya masyarakat mudah terpengaruh 
dengan hal-hal yang tidak masuk akal dan di luar ajaran agama islam. 
2. Faktor  Keyakinan  
Keyakinan untuk percaya akan adanya musibah atau bencana 
membuat masyarakat mudah terngengaruh untuk tidak melanggar dan 
menjadikan suatu adat kebiasaan. Bahkan tanpa mencari tahu sebab-
sebab kenapa terjadi dan tidak melihat dari sisi yang lain yang lebih 
baik berdasarkan keyakinan agama. ”Ceritane saking jaman simbah 
yen wong Kedunglengkong besanan karo Kedungori bisa ciloko ki wes 
dadi keyakinan masyarakat wedi yen nglanggar.” (cerita dari zaman 
nenek moyang kalau masyarakat sudah mempercayai dengan akibat 
                                                          
5
  Mbah Tumin, wawancara,  Kedunglengkong, 30 September  2019. 
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yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut yakni akan ada musibah 
bahkan kematian membuat masyarakat takut untuk melanggar).
6
 
3. Faktor Keluarga  
Keluarga merupakan kumpulan terkecil dalam masyarakat. 
Dalam setiap keluarga mempunyai sebuah aturan yang harus dipatuhi. 
Peraturan dan nasehat orang tua haruslah tetap dipatuhi. Rata-rata 
keluarga masyarakat Dukuh Kedunglengkong melarang anaknya 
berhubungan bahkan menikah dengan Dukuh Kedungori begitu pula 
sebaliknya. Anak-anak mereka sudah disugesti dengan cerita-cerita 
nenek moyang yang melarang menikah dari kedua dukuh tersebut. 
Akibatnya para generasi penerus menjadi mudah percaya dan patuh 
saja tanpa mengetahui lebih dalam mengenai cerita tersebut. 
4. Faktor Sosial Masyarakat  
Bermasyarakat adalah bagian dari hidup bersosial. Pada 
dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa 
bantuan orang lain. Masyarakat adalah satuan terkecil dari sebuah 
kelompok sesudah keluarga. Dalam hidup bermasyarakat haruslah 
mempunyai aturan serta norma dalam bermasyarakat untuk bisa 
terwujudnya suatu kehidupan yang sejahtera.Masyarakat 
Kedunglengkong wes akeh leh percoyo ceritone simbah bingen yen 
nikah karo wong Kedungori ora oleh amargo danyange biyen. 
(masyarakat Kedunglengkong sudah banyak yang mempercayai cerita 
                                                          
6
   Mbah Yatno, Wawancara, Kedunglengkong 30 September 2019.  
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nenek jaman dahulu kalau menikah dengan orang Kedungori tidak 
boleh karena danyangnya dahulu).
7
 
Karena sudah banyak masyarakat yang mempercayai mengenai 
larangan perkawinan antar dukuh tersebut, maka membuat masyarakat 
yang lain yang tidak percaya menjadi ikut percaya, demi menjaga 
keteraturan dan keharmonisan bermasyarakat serta menghindari 
timbulnya perpecahan akibat perbedaan tingkah laku yang menjadi 
adat kepercayaan. Ini yang menjadikan masyarakat tetap dalam norma 
yang berlaku dan tidak menjadi berpecah belah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
   Bapak Karjono, Wawancara, Kedunglengkong  1 Oktober  2019. 
1 
BAB IV 
TINJAUAN DALIL ‘URF  TERHADAP FENOMENA LARANGAN 
MENIKAH ANTAR DUKUH 
A. Pandangan Masyarakat tentang Fenomena Larangan Menikah antar 
Dukuh 
Diera millenial seperti sekarang pola pikir masyarakat sudah mulai 
berubah, terutama dalam melihat sebuah realita kehidupan yang terjadidi 
masyarakat mereka tidak serta merta mempercayai hal-hal yang bersifat 
mistis tanpa adanya bukti-bukti yang jelas, seperti mempercayai suatu 
kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh para nenek moyang yang 
seolah-olah menjadi norma yang mengikat. 
Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi 
sebagai tata kelakuan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya 
manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar serta keseluruhan hasil 
dari budi dan karyanya. Kata budaya berasal dari kata Sansekerta 
buddhayah, ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau akal, 
dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang 
bersangkutan dengan budi dan akal.
1
 
Bagi sebagian masyarakat Desa Kedungdowo, terutama 
masyarakat Dukuh Kedunglengkong dan Dukuh Kedungori, larangan 
pernikahan antar dukuh menjadi sebuah kepercayaan turun temurun yang 
hingga kini masih diyakini oleh masyarakat setempat. Mereka 
                                                          
1
   Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 19. 
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menganggap bahwa dampak yang ditimbulkan dari melanggar larangan 
tersebut akan menimbulkan keresahan dan kegundahan bagi masyarakat. 
Sedangkan pada kenyataannya mayoritas penduduknya beragama Islam, 
namun kebanyakan hanya Islam KTP saja sehingga mereka belum 
memahami hakikat agama Islam dengan benar yang sesuai dengan apa 
yang Allah dan nabi-Nya ajarkan, kebanyakan masyarakat tetap 
mempercayai hal-hal yang belum jelas tersebut karena pengaruh caerita-
cerita orang tua terdahulu. 
Meskipun demikian, ada sebagian masyarakat terutama kalangan 
yang terdidik memandang bahwa larangan pernikahan tersebut tidak 
sepantasnya untuk diyakini dan bahkan dijadikan sebagai penghalang 
dalam sebuah pernikahan, karena hal tersebut bertentangan dengan 
tuntunan syariat Islam, dan mereka dapat menentukan mana yang baik dan 
mana yang buruk untuk dilakukan bagi masa depan mereka. 
Untuk  sebagian masyarakat memandang bahwa larangan 
pernikahan antar dukuh tersebut memang hanya tinggal sebuah cerita bak 
dongeng belaka, dan sudah tidak relevan lagi untuk di terapkanakan di 
masa sekarang mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang 
menuntut pola pikir masyarakat untuk berubah. 
Menurut bapak Nyono selaku modin di dukuh Kedunglengkong 
memandang bahwa larangan pernikahan antar dukuh tersebut memang 
sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, akan tetapi beliau sebagai 
masyarakat setempat tetap menghormati apa yang menjadi keyakinan 
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nenek moyang terdahulu yang merupakan babat alas dari dukuh tersebut, 
dan beliau masih menerapkan peraturan tersebut pada keluarganya.
2
 
Menurut Bapak Nurhadi pernikahan antara warga dukuh 
Kedunglengkong dengan dukuh Kedungori tidak boleh terjadi, karena 
dapat mengundang bencana. Beliau juga berpendapat bahwa larangan 
pernikahan antar dukuh sebagai hukum adat setempat yang harus tetap 
dihormati.
3
 
Menurut Anton Setiawan kebanyakan para pemuda tidak berani 
untuk menjalin hubungan dengan warga dukuh Kedungori, karena takut 
dengan cerita para orang tua dahulu. Meskipun dalam hati kecil juga tidak 
percaya sepenuhnya, namun demi menghormati para pendahulu hal 
tersebut harus tetap dipatuhi.
4
 
 
B. Tinjauan Dalil ‘Urf  Terhadap Fenomena Larangan Menikah antara 
Dukuh  
Di dalam agama Islam, ‘urf  merupakan sebuah kaidah hukum 
yang secara harfiyah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau 
ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 
melaksanakannya atau meninggalkannya yang batasannya tidak ditentukan 
                                                          
2
 Hasil wawancara dengan Bapak Nyono, Modin Dukuh Kedunglengkongm, 17 
November 2019.  
3
  Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi, Tokoh Masyarakat Dukuh Kedunglengkong, 
21 November 2019. 
4
 Hasil wawancara dengan Anton Setiawan, Pemuda Dukuh Kedunglengkong, 22 
November  2019. 
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secara tegas. Di kalangan masyarakat ‘urf  sering disebut dengan istilah 
adat.
5
 
Kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam syariat, baik itu 
muamalah ataupun ibadah. Karena penentuan hukum suatu perkara dalam 
syariat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu: 
1. Mengetahui batasan dan rincian perkara yang akan dihukumi. 
2. Penentuan hukum terhadap perkara tersebut sesuai dengan 
ketentuan syariat. 
‘Urf  dapat diterima sebagai hukum sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan syariat, seperti menghalalkan yang haram dan 
mengharamkan yang halal. Jika ketentuan tersebut terpenuhi, maka ‘urf 
bisa dijadikan sebagai hukum yang sah karena berdasarkan kesepakatan 
para ulama.  
‘Urf dalam kaidah usul fiqh dapat dilihat dari beberapa segi, 
diantaranya segi materi, segi ruang lingkup penerapannya serta dari segi 
penilaiannya. 
Mengenai fenomena larangan menikah antar dukuh di atas jika 
ditinjau dari segi materinya, maka larangan pernikahan tersebut termasuk 
dalam kategori ‘urf fi’li (kebiasaan dalam perbuatan), karena adanya 
larangan untuk melakukan pernikahan antara dukuh kedunglengkong 
dengan dukuh kedungori oleh orang-orang terdahulu di dukuh tersebut 
                                                          
5
  Rachmat Syafi’i, Ilmu Usul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pusaka Setia, 
1999), hlm. 128 
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yang secara turun temurun masih diyakini hingga sekarang. Sebagaimana 
pendapat Abdul Wahab Khalaf bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa 
perkataan,perbuatan maupun larangan. 
Jika ditinjau dari segi ruang lingkup penerapannya, maka larangan 
pernikahan antar dukuh tersebut termasuk dalam kategori ‘urf Al-Khas 
(kebiasaan yang bersifat khusus), karena larangan tersebut hanya berlaku 
untuk kedua dukuh di atas dan tidak untuk selainnya. 
Sedangkan dari segi penilaiannya, larangan di atas termasuk dalam 
kategori ‘urf fasid (kebiasaan yang buruk). Hal itu dikarenakan 
bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam telah mengatur 
mengenai larangan-larangan pernikahan secara jelas, diantaranya yaitu: 
1. Larangan yang bersifat abadi (mahram mu’abbad) yang disepakati 
terdiri dari: hubungan  nasab,  hubungan  sesusuan  dan  hubungan  
pernikahan, sedangkan  yang diperselisihkan ada dua,  yaitu zina, dan 
li’an. Yang telah disepakati.  
2. Larangan   yang   bersifat   sementara   (mahram   muaqqat) yaitu 
larangan  kawin  yang  bersifat  sementara.  Yang  termasuk  dalam 
keharaman ini adalah: Mengawini dua orang saudara dalam satu masa, 
poligami di luar batas, larangan karena ikatan pernikahan.  
Adapun larangan muaqqot antara lain halangan bilangan, halangan 
pengumpulan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan sakit, 
halangan ihram, halangan perceraian tiga kali, halangan peristrian, 
halangan perzinaan. Islam sendiri menyebutkan bahwa perkawinan yang 
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dilarang dalam islam selain yang sudah diatur secara Qod’i ketidak 
bolehannya antara lain adalah: 
1. Nikah mut’ah, Nikah mut’ah hukumnya haram. Nikah ini disebut juga 
“ziwaj muaqqod” dan “ziwaj munqathi” artinya nikah yang ditentukan 
untuk sesuatu waktu tertentu, atau perkawinan yang diputuskan. 
2. Nikah muhalil, ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap 
wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya yang pertama, 
setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua wanita itu dikumpuli dan 
diceraikan agar dapat dikawin lagi dengan suami pertama. 
3. Nikah syigar, yang dimaksud nikah syighar yaitu seorang wali 
mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar 
laki-laki mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar 
mahar. 
4. Nikah tahwid, yaitu nikah yang kurang salah satu rukunnya. Apabila 
salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan menjadi tidak sah. 
Dari penjelasan di atas tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan 
mengenai larangan pernikahan antar wilayah, baik dari Al-Qur’an ataupun 
As-Sunnah. Begitu juga jika tinjauan dari dalil ‘urf  larangan pernikahan 
yang terjadi didua dukuh tersebut merupakan ‘urf fasid, karena tidak 
ditemukan di dalam hukum Islam yang melarang dengan jelas mengenai 
larangan pernikahan antar wilayah tersebut. Dikarenakan Islam merupakan 
agama yang dinamis, yang cocok untuk di terapkan di semua kalangan, 
semua waktu dan kondisi. Islam juga telah mengatur kehidupan 
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bermasyarakat, namun seiring perkembangan jaman muncul berbagai 
persoalan baru yang membuat masyarakat harus mencari cara untuk 
menemukan solusinya, yang tentunya dengan cara yang Islami. 
Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatannya 
terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya, atau unsur 
manfaatnya lebih besar dari unsur madharatnya, serta adat yang pada 
prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun pada 
pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini di 
kelompokan kepada adat yang shahih.
6
 
Dari beberapa pendapat di atas penulis bependapat bahwa larangan 
pernikahan antar dukuh tersebut tidaklah sesuai dengan kaidah hukum 
Islam, karena  jika rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, maka 
tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana 
larangan pernikahan antar wilayah di dukuh kedunglengkong dan dukuh 
kedungori. 
Begitu juga dampak yang ditimbulkan dari larangan pernikahan 
antar dukuh disebutkan bahwa apabila peraturan dukuh tersebut dilanggar, 
maka pasangan tersebut akan tertimpa mala petaka. Hal ini jelas 
bertentangan dengan hukum Islam, karena Agama Islam pun mewajibkan 
bagi setiap pemeluknya untuk meyakini takdir, yaitu meyakini bahwa 
segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan karena kebetulan semata, 
melainkan karena memang ada yang mengaturnya yaitu Allah SWT. 
                                                          
6
   Amir Syarifuddin, Usul Fiqh..., hlm. 395.  
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Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah berkata,”Di antara 
sifat Allah SWT adalah Dia maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki-
Nya, tidak ada sesuatupun yang terjadi kecuali dengan kehendak-Nya dan 
tidak ada yang luput dari kehendak-Nya. Tidak ada sesuatu pun di alam ini 
yang lepas dari takdir-Nya dan semua terjadi dengan pengaturan-Nya. 
Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri dari 
takdir yang ditentukan-Nya dan melampaui ketentuan yang telah 
dituliskan-Nya dalam lauhul mahfuzh. Dia menghendaki seluruh yang 
dilakukan oleh makhluk di alam semesta. Seandainya Dia berkehendak 
menjaga mereka semua, niscaya mereka tidak akan melanggar perintah-
Nya, dan seandainya Dia mereka semua mentaati-Nya, niscaya mereka 
akan mentaati-Nya. Allah lah yang menciptakan semua makhluk beserta 
ketentuan mereka, menakdirkan rizki dan ajal mereka. Dan Allah lah yang 
memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya dengan rahmat-
Nya dan menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dengan hikmah.
7
 
 
C. Analisis Penulis 
Setelah penulis cermati, larangan pernikahan antar dukuh tersebut 
merupakan adat atau tradisi yang berseberangan dengan kaidah-kaidah 
hukum Islam, karena sebagaimana yang telah dipaparkan di atas 
bahwasanya agama Islam tidak memberikan batasan wilayah dalam 
pernikahan, yang artinya seseorang boleh menikahi siapa saja di wilayah 
                                                          
7
   http://almanhaj.or.id/3551-memahami-takdir-allah-subhanahu-wa-taala-menurut-ahlus-
sunnah-wal-jamaah.html, di akses pada minggu, 6 oktober 2019, pukul 16:22 WIB. 
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mana saja asalkan tidak terhalang oleh ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh agama. 
Dengan demikian larangan pernikahan antar dukuh ini dapat 
menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menentukan mana yang sesuai 
dengan hukum Islam dan mana yang bertentangan dengan hukum Islam. 
Meskipun masyarakat masih memegang erat adat istiadat dukuh, dan sulit 
bagi mereka untuk menghilangkan keyakinan tersebut, namun seiring 
berjalannya waktu para generasi muda sudah mulai menyadari bahwa adat 
tersebut  bertentangan dengan hukum Islam dan harus ditinggalkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpualan  
1. Larangan perkawian antara dukuh Kedunglengkong dengan dukuh 
Kedungori merupakan keyakinan nenek moyang turun temurun yang 
masih diyakini hingga sekarang. Warga masyarakat Dukuh 
Kedunglengkong dan Dukuh Kedungori percaya apabila melanggar 
maka akan terjadi mala petaka pada kedua pasangan, perceraian 
bahkan kematian. Namun, boleh melakukan perkawinan asalkan 
bersedia pindah ke tempat lain. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan 
bersama, dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
Adanya faktor-faktor pendorong masyarakat untuk tetap meyakini dan 
percaya terhadap larangan perkawinan tersebut yaitu karena faktor 
kedangkalan ilmu agama, faktor keyakinan, faktor keluarga dan faktor 
sosial masyarakat.  
2. Tinjaun dalil ‘urf terhadap larangan menikah antar dukuh 
Kedunglengkong dan Dukuh Kedunglengkong, bahwa Perkawinan 
yang dilakukan antara dukuh Kedunglengkong dengan dukuh 
Kedungori tidaklah terlarang karena merupakan ‘urf fasid, oleh karena 
itu harus ditinggalkan karena bertentangan dengan konsep pernikahan 
dalam agama Islam. Adapun larangan yang sesuai dalam hukum 
pernikahan Islam antara lain; larangan pernikahan untuk selamanya 
(muabbad), yaitu karena nasab, pebesanan, sesusuan. Kemudian 
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larangan yang bersifat sementara waktu (muaqqod), yaitu karena 
halangan bilangan, halangan pengumpulan, halangan kehambaan, 
halangan kafir, halangan sakit, halangan ihram, halangan perceraian 
tiga kali, halangan peristrian, halangan perzinaan. Islam sendiri 
menyebutkan bahwa perkawinan yang dilarang dalam islam selain 
yang sudah diatur secara pasti ketidak bolehannya antara lain adalah 
nikah mut’ah, nikah muhalil, nikah syigar, nikah tahwid.  
 
B. Saran  
1. Menurut Penulis, bagi tokoh agama maupun tokoh masyarakat harus 
lebih giat dalam memberi pengetahuan agama kepada masyarakat yang 
masih mempercayai mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, agar 
masyarakat tidak masuk ke dalam lingkungan mistik bahkan sampai 
kepada tahapan syirik.  
2. Bagi para tokoh adat yang mempercayai mitos tersebut, penulis 
menyarankan untuk mampu menjelaskan bagaimana kebenaran sejarah 
tentang larangan menikah antar dukuh tersebut, karena mereka tidak 
hanya memberi alasan yang tidak pasti dan hanya sebatas mengikut 
keyakinan nenek moyang.  
3. Bagi generasi milenial, hendaknya berfikir lebih logis dan kritis, dalam 
menyikapi segala yang sesuatu yang masih abstrak dan belum jelas 
kebenarannya, lebih lebih dalam masalah agama dan tradisi yang 
berkembang di masyarakat, apakah hal  itu sudah sesuai dengan syariat 
islam atau malah  melenceng dari agama. Budaya memang harus 
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dilestarikan, tetapi jika budaya telah bercampur dengan hal-hal yang 
gaib atau cenderung bisa menyebabkan syirik, sudah selayaknya 
budaya itu ditinggalkan dan hanya untuk cerita bahkan dihilangkan 
secara berlahan. Karena jelas tidaklah mudah mengubah sebuah tradisi 
atau adat yang sudah melekat dan diyakini. 
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